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ABSTRAK 
 
 

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dimana setiap daerah 
diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu, 
setiap daerah diberikan hak untuk mengelola sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan 
pendapatan daerah, salah satunya adalah PAD yang terdiri dari pajak daerah. Salah satu sistem pemungutan 
pajak di Indonesia adalah self assessment system. Dalam praktiknya, self assessment system sulit berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan, dan bahkan banyak disalahgunakan. 

Self assessment system dapat berhasil apabila tingkat kepatuhan wajib pajak terus 
ditingkatkan sehingga penerimaan pajak dapat optimal. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak, diantaranya tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Semakin 
tinggi tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat 
kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan 
kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak 
restoran di Kota Bandung. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. 
Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak restoran di Kota 
Bandung dan wawancara dengan kepala bidang pengendalian BPPD Kota Bandung. Kuesioner di uji 
validitas dan reliabilitasnya. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, 
dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah  uji statistik simultan (uji F) dan uji statistik 
parsial (uji-t). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai thitung (10,781) lebih besar dari tkritis  (1,98472), nilai Sig. (0,000) lebih kecil dari  0,05, dan 
nilai . (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung (11,401) lebih besar 
dari tkritis (1,98472), nilai Sig. (0,000) lebih kecil dari  0,05, dan . (3) Tingkat 
pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R2 

sebesar 0,627 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak sebesar 62,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberi beberapa 
saran untuk BPPD Kota Bandung yaitu (1) Lebih mensosialisasikan sanksi terkait perpajakan. (2) 
Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. (3) Menampilkan hasil 
realisasi pajak yang diterima setiap tahunnya digunakan untuk apa saja. Selain itu, saran untuk wajib pajak 
restoran agar dapat selalu membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. 

 
 
Kata kunci: self assessment system, kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan, 
kesadaran wajib pajak 
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ABSTRACT 
 
 

As a unitary state, Indonesia adheres to the principle of decentralization where each 
region is authorized by the central government to regulate and manage its own household. For this reason, 
each region is given the right to manage regional economic resources that can be used as regional income, 
one of which is PAD which consists of regional taxes. One of the tax collection systems in Indonesia is self 
assessment system. In practice, self assessment system is difficult to run as expected, and even misused. 

Self assessment system can succeed if the level of taxpayer compliance continues to be 
increased so that tax revenues can be optimal. Many factors influence the level of taxpayer compliance, 
among them are level of understanding of taxation and awareness of taxpayers. The higher level of 
understanding of taxation and awareness of taxpayers, the higher level of tax compliance will be.  

This research was conducted to determine the effect of the level of understanding of 
taxation and awareness of taxpayers on the level of taxpayer compliance. The population of this research 
is restaurant taxpayers in Bandung. The sample used in this study were 100 respondents. Data collection 
was obtained through questionnaires and interviews with the he ad of control BPPD Bandung. The 
questionnaire was tested for its validity and reliability. The classic assumption test used are the normality 
test, heterocedasticity test, and multicollinearity test. The hypothesis test used is a simultaneous statistical 
test (F test) and a partial statistical test (t-test). 

The results of this study show (1) level of understanding of taxation has a positive and 
significant effect on the level of restaurant taxpayer compliance in Bandung. This is indicated by the value 
of tcount (10,781) greater than tcritical (1,98472), the v

(2) Awareness of taxpayers has a positive and significant effect on the 
level of restaurant taxpayer compliance in Bandung. This is indicated by the value of tcount (11,401) greater 

0.755. (3) Level of understanding of taxation and awareness of taxpayers simultaneously has a positive and 
significant effect on the level of restaurant taxpayer compliance in Bandung. This is indicated by the R2 
value of 0.627 which means the level of understanding of taxation and awareness of taxpayers affects the 
level of taxpayer compliance by 62.7%. Based on the results of these studies, the researcher gave several 
suggestions for BPPD Bandung namely (1) More socializing tax-related sanctions. (2) Disseminating 
information on the importance of taxes for regional development. (3) Displays the results of the realization 
of taxes received each year used for anything. In addition, suggestions for restaurant taxpayers can always 
pay their taxes in a timely and exact amount. 

 
 

Keywords: self assessment system, taxpayer compliance, level of understanding of taxation, awareness of 
taxpayers 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas penyelenggaran pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, setiap 

daerah juga dituntut untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, setiap daerah 

diberikan hak untuk mengelola dan memberdayakan segala sumber-sumber 

perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Sumber pendapatan 

daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan 

pendapatan daerah lain yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah. PAD yang 

diperoleh setiap tahunnya digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan 

dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi)1. 

Pada tahun 2017, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi PAD 

Kota Bandung, yaitu 78,3%2. Oleh karena itu, menurut Kepala Badan Pengelolaan 

Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Ema Sumarna, penerimaan pajak daerah 

                                                 
1 http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html diakses 15 Oktober 2018 
2 https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/123/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-
bandung-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2015-2017.html diakses 17 September 2018 



 

2 
 

merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah3. 
Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak restoran. 

Perkembangan di dunia pariwisata menyebabkan banyaknya restoran, rumah makan, café, 

dan bar baru yang bermunculan. Hal ini terbukti dari jumlah pertumbuhan restoran, rumah 

makan, café, dan bar yang ada di Kota Bandung tahun 2013-2016. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, tahun 2013 jumlah 

restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung sebanyak 627. Pada tahun 2014 

jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung meningkat sebanyak 6,38% 

menjadi 673. Tahun 2015, jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung 

meningkat sebanyak 11,33% menjadi 759. Sedangkan tahun 2016 jumlah restoran, rumah 

makan, café, dan bar di Kota Bandung meningkat sebanyak 4,52% menjadi 795. 

Walaupun jumlah restoran, rumah makan, café, dan bar di Kota Bandung 

terus meningkat, namun Ema Surmarna menyebutkan bahwa usaha restoran adalah yang 

paling banyak menyalahi kewajiban pajak. Potensi kecurangan yang terjadi pada restoran-

restoran di Kota Bandung mencapai miliaran rupiah4. Para wajib pajak tersebut menyalahi 

kewajiban pajaknya karena mengganggap bahwa pajak yang harus dibayar adalah suatu 

beban sehingga mereka berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan 

cara yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini ditambah juga dengan 

diberikannya kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang 

harus dibayar sesuai dengan self assessment system sehingga wajib pajak dapat 

menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, agar self assessment system 

ini dapat berhasil maka kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan agar wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPPD Kota Bandung, tingkat 

kepatuhan wajib pajak restoran tahun 2013 adalah 74,41%, tahun 2014 92,48%, tahun 

2015 78,51%, tahun 2016 75,51%, dan tahun 2017 81,08%. Walaupun tingkat kepatuhan 

wajib pajak restoran sudah cukup tinggi, namun apabila dibandingkan dengan tingkat 

kepatuhan dari wajib pajak mata pajak lain, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih 

                                                 
3 http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/08/06/pajak-dan-pembangunan-376751 diakses 15 Oktober 
2018 
4 https://www.inilahkoran.com/berita/bandung/56969/potensi-kecurangan-pajak-restoran-ternama-di-kota-
bandung-capai-miliaran diakses 4 November 2018 
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yang paling rendah. Untuk tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan 97,47%, 

wajib pajak air dan tanah 91,57%, wajib pajak reklame 89,54%, dan wajib pajak hotel 

87,98%. Hal ini semakin memperkuat bahwa kepatuhan wajib pajak restoran perlu 

ditingkatkan. 

Menurut Nurmantu (2010:148) kepatuhan perpajakan adalah suatu 

keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat 

pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami 

peraturan perpajakan dan semakin mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

(Agustiningsih, 2016). Namun seperti yang dilansir dari Pikiran Rakyat, pemahaman 

masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena 

pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal5. Oleh karena itu, 

perlu diberikan pemahaman mengenai pajak mulai dari jenjang sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi agar tingkat pemahaman perpajakan dapat meningkat dan kepatuhan 

wajib pajak dapat meningkat juga.  Namun menurut penelitian Saad (2012) pemahaman 

pajak yang baik dapat memotivasi wajib pajak untuk menghindari membayar pajak. 

Faktor lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran 

wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam 

diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan 

(Ramdhani, 2018). Menurut sekretaris BPPD Kota Bandung, Nofidi, kesadaran wajib 

pajak di Kota Bandung masih rendah sehingga BPPD Kota Bandung harus lebih intens 

dalam melakukan sosialisasi. Rendahnya kesadaran wajib pajak ini berdampak pada 

kepatuhan wajib pajak yang akhirnya berdampak juga pada penerimaan pajak daerah. Hal 

ini terbukti dari realisiasi pencapaian pendapatan pajak daerah Kota Bandung tahun 2016 

yang hanya mencapai 80% dari target yang sudah ditetapkan.6 Oleh karena itu, kesadaran 

wajib pajak di Kota Bandung harus ditingkatkan mengingat kesadaran wajib pajak 

                                                 
5 http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/12/18/262926/kesadaran-masyarakat-bayar-pajak-minim 
diakses 4 November 2018 
6 http://jabar.tribunnews.com/2017/08/08/kesadaran-warga-bandung-untuk-taat-pajak-masih-rendah 
diakses 12 Oktober 2018 



 

4 
 

merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akhirnya dapat 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial? 

2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial. 

2. Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada 

beberapa pihak di masa mendatang, antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah dan memperdalam wawasan 

mengenai pajak daerah serta upaya-upaya yang diambil pemerintah Kota Bandung 

guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. 

2. Bagi BPPD Kota Bandung 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak daerah Kota 

Bandung dapat terus meningkat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan 



 

5 
 

sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik 

ke depannya. 

3. Bagi wajib pajak 

Peneliti berharap agar wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. 

4. Bagi pembaca 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar pembaca dapat menambah wawasan 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak restoran Kota Bandung. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Rahayu, 

2017). Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar bagi PAD. Hal ini menyebabkan 

pemungutan pajak daerah perlu dioptimalkan. Pemungutan pajak daerah dilakukan 

dengan self assessment system, official assessment system, dan witholding tax system. Self 

assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, 

kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri 

kewajiban dan hak perpajakannya. Official assessment system adalah suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. Sedangkan witholding tax system adalah suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga 

(witholder) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentasi 

tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan penerima penghasilan (Pohan, 

2017). 

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang paling 

banyak digunakan untuk memungut pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dipungut 

berdasarkan self assessment system adalah pajak restoran. Di Kota Bandung, yang 

termasuk wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan 

restoran, rumah makan, café, dan bar. 
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Pelaksanaan self assessment system dapat berhasil apabila wajib pajak self 

assessment memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Hal ini dikarenakan self 

assessment system memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Pohan, 

2017). Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka wajib pajak akan melaksanakan 

kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak self assessment dengan baik dan sesuai 

peraturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak ini perlu 

ditingkatkan. 

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu 

faktor tersebut adalah tingkat pemahaman perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan 

adalah suatu tingkatan di mana wajib pajak mengerti kewajiban perpajakannya. Wajib 

pajak perlu memahami bahwa pajak memberikan kontribusi penting kepada negara dalam 

memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan 

dan kemakmuran (Agustiningsih, 2016). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila 

tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak itu tinggi. Begitu pula 

sebaliknya, apabila tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak rendah, maka tingkat 

kepatuhan wajib pajak akan menurun. 

Selain itu, faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan adalah 

kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak 

mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara 

(Rahayu, 2017). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk 

tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang 

berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan 

manfaat dari pemungutan pajak (Sapriadi, 2013). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak 

akan meningkat seiiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, 

kepatuhan Wajib Pajak akan menurun apabila kesadaran Wajib Pajak rendah. 
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Gambar 1. 1.  

Kerangka Pemikiran 

  Wajib Pajak Restoran, 
Rumah Makan, Café, dan 

Bar 

Self Assessment 
System 

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan : 
Menghitung, Membayar, dan Melaporkan 

Pajak Terutang 

Tingkat Pemahaman 
Perpajakan 

(Agustiningsih, 2016) 

Kesadaran Wajib 
Pajak 

(Ramdhani, 2018) 

Kepatuhan Wajib 
Pajak 

Sumber: Olahan Peneliti 
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